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ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan
signifikan, terutama dalam bidang Peradilan Konstitusi. Perkembangan sistem
hukum di Indonesia mengakomodasi berbagai instrumen hukum yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas putusan Pengadilan. Sistem peradilan modern
menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses
pengambilan keputusan, termasuk pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam
suatu perkara. Salah satu bentuk partisipasi ini adalah “Amicus Curiae” atau yang
dikenal sebagai “sahabat pengadilan”. Amicus Curiae adalah individu atau
organisasi yang diundang atau diberi izin oleh Pengadilan untuk memberikan
pendapat atau informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. Skripsi
yang berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”
Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan Amicus Curiae dalam
Sistem Peradilan Indonesia dan Bagaimana tinjauan Figih Siyaasah terhadap
kedudukan Amicus Curiae sebagai pertimbangan hakim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif deskriptif yang
dimana suatu proses yang mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang ada yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan MK 4/2023 sebagaimana diubah
dengan Peraturan MK 2/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hail Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XX11/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden Tahun 2024.dalam hal ini untuk mengetahui terkait bagaimana
Amicus Curiae dalam system peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Amicus Curiae (
sahabat pengadilan) di Indonesia masih berada dalam posisi yang belum sepenuhnya
diatur dan diakui secara tegas dalam sistem hukum nasional. Meskipun terdapat
beberapa peraturan yang membuka kemungkinan bagi: partisipasi pihak ketiga
dalam proses peradilan, seperti dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-
Undang kekuasan kehakiman, Mekanisme dan regulasi khusus yang lebih jelas
terkait Amicus Curiae belum tersedia.

Berdasarkan hasil yang dijelaskan diatas, penulis berharap Mahkamah
konstitusi diharapkan segera Membuat Regulasi yang mengatur Amicus Curiae
secara spesifik dan berkedudukan hukum tetap . Pembentukan regulasi ini
diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengawasan dan
aapenegakan hukum supaya tercapainya kepastian hukum keadilan hukum dan
kebermanfaatan hukum.
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